WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 97 TAHUN 2014
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN
DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna

serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Dokter
Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, maka
perlu adanya penyesuaian tambahan penghasilan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan
Dokter Spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587),

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri
Sipil;

10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Tahun 2008 Nomor 1);

11.Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Angka Kredit di Lingkungan Pemerintah Kota
Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 23);

12.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang
Nomor 171/022-DPRD/2013 tentang Persetujuan Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota
Tangerang.

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN DOKTER SPESIALIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TENGERANG.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;

3. Walikota adalah Walikota Tangerang.

4. Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis yang selanjutnya disebut
PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Tangerang.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang
selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah  Kepala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.

7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional yang

untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya
disyaratkan dengan angka kredit;

8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang

diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai
berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja;

9. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh

suatu jabatan struktural yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

10. Prestasi Kerja adalah nilai baku kemampuan hasil kerja pegawai
yvang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam
kerja efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA TAmyy _

_H. ARIEF SMANSYAH

Diundangkan di Tangera.hg
pada tanggal 31 Desember 2014

/ \ SEKRETARIS RAH KOTA TAN GERANG%
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DADI BUDAERI :

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR






